
 

WALIKOTA TEBING TINGGI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 

PERATURAN DAERAHKOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 
 KOTA TEBING TINGGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

Menimbang : a. bahwaberdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 
berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan 
bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu 
menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   
Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

dan 
WALIKOTA TEBING TINGGI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN PERANGKAT 
DAERAH KOTA TEBING TINGGI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi 
kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi; 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi.  

13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 
14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi 

15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing 

Tinggi. 

18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana 
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah. 
20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi. 
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

23. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tebing 
Tinggi. 

 
 



BAB II 
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 
dengan susunan sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Tipe B, 
menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan 
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 

perangkat daerah serta pelayanan administratif; 
b. Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat DPRD Kota Tipe 

C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta 
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD Kota dalam pelaksanaan hak dan 

fungsinya  sesuai kebutuhan; 
c. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Tipe C, 

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat 
daerah; 

d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang 

kebudayaan; 
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan; 
3. DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber 
daya air dan penataan ruang; 

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Kebersihan Tipe C, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 
permukimandan kebersihan; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran; 
6. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang 

perindustrian; 
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, 
peternakan, dan penyuluhan; 



10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan; 
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat kelurahan; 

13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perhubungan; 

14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang persandian dan 
statistik; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal dan 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
16. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; 

17. Dinas Perdagangan Tipe C, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha 
kecil dan menengah dan pasar 

18. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan 

bidang kearsipan; 
e. Badan DaerahKota, terdiri dari;  

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, 

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 
pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan 

pengembangan; 
2. BadanPengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang 
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; 

3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan 

fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan 
sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps 

pegawai negeri sipil; 
 

Pasal 3 
 

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 
a. Kecamatan BajenisdenganTipe B; 

b. Kecamatan Padang HilirdenganTipeB; 
c. KecamatanPadang HuludenganTipeB; 
d. KecamatanRambutandenganTipe B; dan 

e. KecamatanTebingTinggi Kota dengan Tipe B. 
 

 
 

 
 



Pasal 4 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenaikedudukan, susunan 
organisasi,tugasdanfungsi, sertatatakerjaPerangkat Daerah dan 

unit kerja ditetapkan denganPeraturanWalikota. 
 

Pasal 5 
 

DalammenetapkanbesarandansusunanorganisasiPerangkat 
Daerah, Walikotaharusmemperhatikanasas: 

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
b. intensitasurusanpemerintahandanpotensidaerah; 

c. efisiensi; 
d. efektivitas; 
e. pembagianhabistugas; 

f. rentangkendali;  
g. tatakerja yang jelas;dan 

h. fleksibilitas. 
 

BAB III 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 6 
 

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk  
Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu perangkat daerah induknya. 

 

Pasal 7 
 

(1) Selain unit pelaksanateknisdinas daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksanateknis 
dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan 

pendidikan daerah. 
(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non 

formal. 
 

Pasal 8 
 

(1) Selain unit pelaksanateknis dinas daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit 

pelaksanateknisdinasdaerah di 
bidangkesehatanberuparumah sakit daerahsebagai unit 

organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang 
bekerja secara profesional. 

(2) Rumah Sakit Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

bersifatotonomdalampenyelenggaraantatakelolarumahsakit
dantatakelolaklinissertamenerapkanpolapengelolaankeuan

ganBadanLayananUmum Daerah. 
 

Pasal 9 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit 
PelaksanaTeknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan 

tugasnya sampai dengan ditetapkannya 



PeraturanWalikotatentang pembentukan Unit PelaksanaTeknis 
yang baru. 

 
BAB IV 

STAF AHLI 
Pasal 10 

 
(1) Walikotadalammelaksanakantugasnyadibantu 3 (tiga) 

Bidang Staf Ahli. 

(2) Nomenklatur Bidang Staf Ahli, uraian tugas dan fungsi 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Walikota dibantu 
oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya 

melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota. 
 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 
Pasal 11 

 
(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah 

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jabatan Perangkat Daerah Kota: 
a. Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon IIa 

atau jabatan pimpinan tinggi pratama; 
b. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, 

Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala 

Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama; 

c. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, 
Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan 

Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan 
administrator; 

d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan 

jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; 
e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, 
Kepala Seksipada Dinas dan Kepala Subbidang pada 

Badan, Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan 
Badan daerahkelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B 
serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan 

jabatan eselon IVa atau jabatan  pengawas; 
f. Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan 

daerah kelas B, kepala subbagian pada unit 
pelaksanateknis Dinas dan Badan kelas A, kepala 

subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan 
kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan 
eselon IVb atau jabatan pengawas; 

g. Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk 
satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional 

guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

h. Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk 
rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter 



gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter 
atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; 

i. Kepala unit pelaksanateknis yang berbentuk pusat 
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional 

tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

 
 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang 
terbentukdengansusunanorganisasidantatakerjasebelumPe
raturan Daerah inidiundangkan, tetap melaksanakan 

tugasnya sampai dengan peraturanperundang-
undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumu

mdiundangkan. 
(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 

peraturanperundang-
undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumu

mdiundangkan. 
 

Pasal 13 
 

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan 

Pemerintahan bidang Bencana, yang 
terbentukdengansusunanorganisasidantatakerjasebelumPeratu

ran Daerahinidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnya 
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang 

melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 
 

(1) PadasaatPeraturan Daerah inimulaiberlaku: 
a. Peraturan Daerah Kota TebingTinggiNomor 3 

Tahun2001 

tentangPembentukanSusunanOrganisasiLembagaTek
nis Kota TebingTinggi (Lembaran Daerah Kota 

TebingTinggiTahun 2001 Nomor 3); 
b. Peraturan Daerah Kota TebingTinggiNomor 11 Tahun 

2008 tentangUrusanPemerintahan yang 
MenjadiKewenanganPemerintahan Daerah Kota 
TebingTinggi (Lembaran Daerah Kota 

TebingTinggiTahun 2008 Nomor 11); 
c. Peraturan Daerah Kota TebingTinggiNomor 12 Tahun 

2008 
tentangOrganisasidanTataKerjaSekretariatDaerah, 

SekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota 
TebingTinggi (Lembaran Daerah Kota 

TebingTinggiTahun 2008 Nomor 12); 
d. PeraturanDaerah Kota TebingTinggiNomor 13 Tahun 



2008 tentangOrganisasidanTataKerjaDinas-
DinasDaerah Kota TebingTinggi (Lembaran Daerah 

Kota TebingTinggiTahun 2008 Nomor 13); 
 

 
e. Peraturan Daerah Kota TebingTinggiNomor 15 Tahun 

2008 
tentangOrganisasidanTataKerjaKecamatanPadaPemeri
ntah Kota TebingTinggi (LembaranDaerah Kota 

TebingTinggiTahun 2008 Nomor 15); 
f. Peraturan Daerah Kota TebingTinggiNomor 16 Tahun 

2008 
tentangOrganisasidanTataKerjaKelurahanPadaPemeri

ntah Kota TebingTinggi (Lembaran Daerah Kota 
TebingTinggiTahun 2008 Nomor 16); 

g. PeraturanDaerah Kota TebingTinggiNomor 17 Tahun 

2008 tentangOrganisasidanTataKerja Kantor 
PelayananPerizinanTerpadu Kota 

TebingTinggi(Lembaran Daerah Kota 
TebingTinggiTahun 2008 Nomor 17). 

dicabutdandinyatakantidakberlaku. 
(2) PadasaatPeraturan Daerah inimulaiberlaku, 

sebagianorganisasilembagateknisKota 

TebingTinggisebagaimanadimaksuddalamPeraturan 
Daerah Kota TebingTinggiNomor 14 Tahun2008 

tentangOrganisasidan Tata KerjaLembagaTeknis Daerah 
Kota TebingTinggi (Lembaran Daerah Kota 

TebingTinggiTahun 2008 Nomor 14) 
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaerah Kota 
TebingTinggiNomor 4 Tahun 2011 

tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kota 
TebingTinggiNomor 14 Tahun 2008 tentangOrganisasidan 

Tata KerjaLembagaTeknis Daerah Kota 
TebingTinggi(Lembaran Daerah Kota TebingTinggiTahun 

2011 Nomor 4), dihapusdandinyatakantidakberlaku, 
kecualiorganisasiBadanKesatuanBangsa, 
PolitikdanPerlindunganMasyarakat. 

(3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi 
perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan 

pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal15 
 

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 16 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang 
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 17 

 
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 



sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan 
mulai tahun 2017. 

 
 

 
 

 
 
 

Pasal 18 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota TebingTinggi. 

 
 

Ditetapkan diTebingTinggi 
padatanggal 28 Desember 2016 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 

 ttd. 
 

ZULKARNAIN 
 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 28 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd. 
 

JOHAN SAMOSE HARAHAP 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 3 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA 

UTARA: (251/2016) 
 

 
 

 


